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ABSTRAK

Kejahatan illegal logging merupakan kejahatan yang di kategomkan
sebagai white collar crime, oleh karenanya perlu melakukan penanganan dengan
menggunakan kebijakan kriminalisasi yakni menggunakan sarana panel berupa
tindakan represif dan sarana non panel berupa tindakan prepentif. Penggunaan
sarana hukum ini tidak terlepas dari norma hukum yang terakwmulasi di dalam
kebijakan, baik kebijakan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Maka penelitian
ini diarahkan untuk mengetahui alasan pemerintah di dalam menerbitkan
perangkat kebijakan untuk menanggulangi kejahatan illegal logging dan
pertanggungjawaban pelaku white collar crime merupakan salah satu upaya
penanggulangan kejahatan illegal logging serta penelitian ini juga bertujuan untuk
mengetahui penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan illegal logging.

Metode penelitian pada tesis im1 adalah menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian kualitatif
dimaksudkan bahwa hasil penelitian tidak tergantung dari jumlah data
berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis dilakukan secara
mendalam dan holistik. Metode yuridis nommatif dimaksudkan bahwa data
penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum dan data proses penegakan
hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal logging di Wilayah Kepolisian
Daerah Sumatera Utara. Sebagai penelitian yang menggunakan metode yuridis
normatif, penelitian im mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang
diungkapkan dengan kerangka berpikir secara deduktif logis yang akan menjawab
segala permasalahan hukwum yang diajukan dalam tesis ini secara lengkap.
Spesifikasi penelitian meliputi jenis, sifat dan pendekatan penelitian jenis
penelitian yang digunakan sebagai desain penelitian adalah penelitian yuridis
normatif artinya penelitian yang menitik beratkan pada studi kepustakaan, dan di
dukung oleh data di lapangan. Penelitian lapangan ini bukan hal yang primer
tetapi data pendukung terhadap jenis penelitian yuridis normatif. Untuk penelitian
juga menggunakan sifat penelitian analisis deskriptif yang hanya mendiskripsikan
pelaku kelompok dan perorangan terhadap kejahatan kerah putih (White Collar
Crime) terhadap illegal logging. Peneliian im dilakukan di daerah Propinsi
Sumatera Utara dengan lokasi penelitian adalah Polda Sumatera Utara. Informan
penelitian int adalah direktorat reserse lanminal Polda Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yang bertittk tolak dari rumusan
permasalahan maka dapat dideskripsikan bahwa alasan Pemerintah membuat
kebijakan terhadap tindak pidana illegal logging disebabkan kegiatan illegal
logging merupakan serangkaian tindakan penyimpangan perilaku yang berdampak
kepada ekosistem secara berkelanjutan yang pada akhimya berakibat dan
membahayakan keberlangsungan hidup manusia, oleh karenanya diperlukan
kebijakan legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai suatu patokan (standar) untuk
menilai suatu perilaku dikategorikan sebagai kejahatan yang merupakan sub
sistem dari lingkungan hidup dan dikenakan sanksi pidana. Oleh karenanya
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memerlukan penanggulangan baik secara preventif maupun represif.
Pertanggungjawaban pelaku kejahatan kerah putih terhadap illegal logging adalah
penerapan asas hukkum yang meminta pertanggungjawaban pelaku tanpa
membuktikan adanya unsur kesalahan atau adanya pertanggungjawaban ketat
(strict liability) tanpa harus di buktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan
pada si pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan KUH Pidana mengandung unsur
adanya asas mens rea (asas kesalahan) dan tentang pertanggungjawaban pidana
berorientasi kepada manusia atau orang bukan korporasi istilah “daad-dader
strafrechr” artinya hukum pidana yang memperlihatkan segi-segi objektif dari
“perbuatan” (daad) dan juga segi-segi subjektif dari orang/pembuat (dader). Sifat
hukum demikian akan menggambarkan keseimbangan antara kepentingan
masyarakat dan kepentingan individu. Upaya penegakan hukum untuk
menanggulangi kejahatan illegal logging adalah menggunakan perangkat undang-
undang money laundering, hal ini disebabkan perangkat hukum yang dapat
mengejar pelaku kerah putih (white collar crime) dengan money laundering
memungkinkan aktor intelektual yang mendanai kegiatan tersebut dapat terjerat
oleh hukum. Oleh karenanya dalam tindak pidana pencucian uang adanya
kerjasama antara Lembaga Penyedia Jasa Keuangan atas indikasi pencucian uang
dan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Penyidik
(Kepolisian) dan Penuntut Umum.
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ABSTRACK

Illegal logging is considered and categorized as one of the White Collar
Crime, needed to be handled seriously by using Crime Policy Methode i.c. Panel
Methods or Represive Methods and Non-Panel Methods or better lmown as
Preventive Methods.

The implementation of those are closely related ang accumulated from
executive, legislative and judicative policies. Hence this research is to understand
the policies the the goverrnment made in order to prevent the crime of illegal
logging, to understand the consequences of illegal logging perform by the White
Collar Crime and to understand the Law Enforcement in dealing with the illegal
logging crime.

The methods of researching in this thesis are using qualitative methods of
researching with appoach of judical normative. Qualitaive methods of researching
means the outcomes of the research did not based merely on the numerical data
but also analyzed and conducted exhaustively and holistically based on data by
the law enforcement and justice department at the North Sumatera Regional
Police Departement. The data are analyzed using the basic principal of justices
and law ang deductive logical methods includes types, characters and approaches.

Pursuant to the result of the research which can be elaborated from the
reason that the govermment has made the polic in preventing the 1llegal logging is
besically because illegal logging will leads to the destruction of the ecosystem
which in tum will leads to the endangered of the life of human beings. This
required the executive, legislative and judicative policy as a standard procedure to
determine such activity as a criminal act against the law.

Perpetrator of white collar crime through illegal logging should be applie
through the consent of the principal of justice regardless of proving the existence
of crime elements or strict labilities as the results that the KUH Pidana consists
an element of “mens rea”. The crime is oriented to the individual or people and
not the corporate. The term “daad-dader strafrech” means criminal law
considering the objectives side of the “daad” (daad) and also the subjective side
of the “doer” (dader). Nature of such law is to belence out the importance
between an individual and society as a by using the Money Laundering Act to
bring the fnrellectual Actor behind the scenes into justice. In doing so, it may
requires the coorporation amongs the instructions of Penyvedia Jasa Keuangan and
Pusat Pelopor and Analysis Transaksi Keuangan (PPATK) along with Public
Prosecutor and Police Eforcement.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan  kerah  putih  (White  Collar  Crime)  mempunyai
karakteristik tertentu yang berbeda dengan kejahatan konvensional,
perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi pelaku dan modus operandi yang
dilakukan. Pelaku kejahatan kerah putih adalah orang yang mempunyai
status sosial tertinggi dan dilakukan dalam kapasitas pekerjaannya sebagai
orang yang terhormat baik dalam pemernntah atau duma perekonomian,'
schingga pelaku kejahatan sulit untuk diketahur atau baru tampak pada
waktu yang cukup lama setelah terjadinya kejahatan. Sedangkan kejahatan
konivensional sebager kejahatan karena Korbannya mudah untuk

diidentifikasi.” Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggr Medan No.

' Stanford H. Kadish, ed., Encyclopedia Of Crime and Justice, (New York: A
Divission Of Macmilla Inc, 1983), halaman. 1633, bahwa yang dimaksud dengan
kejahatan kerah putih adatah A crime commited by a person of respectability an high social
status in the course of his occupation

? Putusan Pengadian Tinggi Medan No. 120/ PID/2000/PT-Mdn yang menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri Langkat No. 364/Pid/ B/ 1999/PN-Stabat. Putusan Pengadilan
Negeri Stabat menyatakan bahwa terdakwa syaibah telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membantu mengerjakan
atau menduduki kawasan hutan dan hutan cadangan yang telah ditetapkan sebagai hutan
lindung tanpa izin menteri”. Adapun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya
mendakwa bahwa terdakwa Syaibah pada sekitar pertengahan bulan Mei s/d luni {999 di
Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Rayon lLangkat. Resort Secoci, Kecamaan
Besitang, Kabupaten Langkat dengan sengaja telah membantu teman-temannya dengan
mengantar/mensuplai sayur mayur keperluan sehari-hari dalam satu minggu sampai dua
atau tiga kali sesuai dengan pesanan, teman-teman terdakwa dengan sengaja bekerja
melakukan atau memotong tumbuhan yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung
[Leuser.
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120/P1D/2000/ PT- Mdn, terlihat bahwa pelaku kejahatan illegul logging
yang dilakukan oleh aktornya tidak terungkap dan hanya sebatas pelaku
dilapangan yang terungkap sampai proses pengadilan. Penyebab aktor
kejahatan kerah putih illegal logging sulit untuk diperoses sampai
kepengadilan dengan pertimbangan bukti-bukti untuk menjerat para pelaku
illegal logging lemah atau sengaja dibuat sumir. Para cukong dipastikan
bermain dibalik layar dan mereka biasanya meminjam tangan-tangan orang
lain baik itu berupa perorangan maupun perusahaan untuk melindungi
dirinya dari jerat hukum. Schingga para cukong 1 dapat atau bisa juga
dengan cara “sharmg” (bagi hasil). Cukong kavu menerima untung besar
dari penjualan Kayu-kayu har. Praktek  dennikian bukan berart tdak
diketahui olch aparat hukum tapt berkar kerasama semuanva dapat datar
dengan rapi.’

Modus operand: pelaku tindak pidana kerah putih memerlukan suatu
standar untuk menilal pcnyimpangan perilake dalam bentuk kejahatan,
standar untuk menilar (ersebut memerluhan  penjabaran sccara konkrit
didalam menjaga keberlangsungan (sustarneble) nilan tersebut, penjabaran
sccara konkrit terletak dalam bentuk Kacdah-kacdah hukum vang berisikan
suruhan atau perintah untuk melakukan tndakan-tindakan tertentu dan
untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu, misalnya standar yang

dilihat pada proses penyidikan kepolisian wilayah Polda Sumatera Utara

* Iman Sjahputra, Hlegal Logging Tangkap dan Adili Aktor Imelekiualnya, Harian
Analisa, Tanggal 21 Maret 2005, halaman. 30
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